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Pendahuluan

Penguatan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum merupakan suatu isu yang cukup menarik
dalam proses pembangunan negara terumata negara demokrasi seperti Negara Indonesia. Terkait partisipasi
warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah diatur dalam UUD Tahun 1945 mengatur
terkait hak-hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu hak untuk memilih
atau hak untuk dipilih.

Dalam siklus negara demokrasi dapat dilihat dari daftar pemilih. Setiap penyelenggaraan pemilu, daftar
pemilih merupakan tahapan awal dari pembentukan negara demokrasi tersebut. Daftar pemilih menjadi hal
yang sangat penting dalam pemilu karena pada akhirnya data pemilih yang sudah terkumpul akan menjadi
daftar pemilih tetap merupakan suatu gambaran dari hak pilih yang diterapkan kepada setiap warga negara
di sebuah negara demokrasi.

Daftar pemilih yang akurat merupakan suatu bentuk jaminan atas terlaksananya pemilu untuk memenuhi
hak pilih warga negara. Salah satu syarat bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah sudah
tercantum dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, jika pemilih sudah tercantum dalam daftar pemilih, maka
pemilih tersebut mempunyai jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

* Bagaimana benfuk regulasi standar perlindungan data pribadi yang
mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia ¢

* Bagaimana pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak
dalam pemutakhiran data pemilin berdasarkan Undang-undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ¢
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Penelitian inl menggunakan motede penelitian yuridis normatif,
yaitu jenis metode dalam penyelesaian masalah hukum
dengan menggunakan metode kajian maupun analisis melalui

sumber hukum yang bersitat tertulis seperti perundang-
undangan

penelifian inl menggunakan data sekunder yang dimana data
tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk jurnal,
buku, dokumen serta tulisan para ahli hukum yang berguna
menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.
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Hasil dan Pembahasan

Data_ pribadi merupakan suatu data yang berharga sehm%ga menarik bagi orang lain
untuk dimanfaatkan baik dalam kejahatan atau sebagainya. Oleh sebab itu,
perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan
dan pelanggaran privasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya standar dalam
perlindungan data pribadi yang.dlterapkan. Standar perlindungan data pribadi terhadap
pemilik data/subjek data pribadi yang mencakup :

* Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dalam bentuk salinan data pribadi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

* Subjek data pribadi mempunyai hak mendapatkan informasi terkait pihak
memrosesan data pribadi milik mereka serta tujuan memrosesan

* Subjek data pribadi mempunyal hak untuk mengizinkan atau menolak pemrosesan
data pribadi milik mereka

. Pe%g%ndali data pribadi harus melakukan pengawasan selama pemroresan data
pribadi

* Pengendali data pribadi harus melindungi data pribadi milik subjek data pribadi

* Pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara sah sudah
diatur ds ketentuan perundang-undangan
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Pemutakhiran data pemilih dalam pemilu merupakan proses yang sangat penting dalam negara
demokrasi. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, dibutuhkan hak akses agar
memastikan data pemilih sudah benar. Hak akses dalam pemutakhiran data pemilih
merupakan hak yang dimana para pihak mendapatkan informasi terkait pembaharuan dan
perbaikan data pemilih dengan berpegang teguh pada prinsip pemilu yaitu langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Para pihak yang berhak mendapatkan akses
dalam pemutakhiran data pemilih antara lain KPU, Bawaslu dan pemailih.

Selama pemutakhiran data pemilih, para pihak harus memperhatikan beberapa ketentuan
dalam hak akses antara lain petugas yang sudah terlatih dan sudah memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam proses pemutakhiran data pemilih harus diberikan akses data pemailih
dan warga negara yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah terdaftar sebagai pemilih
harus diberikan akses data pemilih. Dalam memberikan hak akses, KPU harus menjamin
selama proses pemutakhiran data pemilih harus terbuka dan aksesibilitas.
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Temuan Penting Penelitian

Sepanjang perjalanan KPU dalam melakukan proses pemutakhiran
data pemilih yang berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data
Pemilinh sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor /7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam
ketentuan PKPU tersebut KPU tidak memberikan akses data pemilih
yang sudah mengalami perbaruan/daftar pemilih sementara
sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 61ayat (1) PKPU
No. 22 tahun 2022.
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Prinsip pengawasan yang diadopsi KPU dapat artikan bahwa Bawaslu hanya
bisa mendapatkan rekapitulasi hasil. Namun, selama proses pemutakhiran
data pemilih fidok dapat diawasi oleh Bawaslu. Maksud kewajiban
pengawasan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dalom pasal
96 hurut (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
merupakan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan hasilnya
untuk dapat memberikan data yang akurat, mutakhir dan komprehensit.
Dengan tidak mendapatkan akses data yang sudah diperbarui sebagai
dasar bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih
berkelanjutan. Bawaslu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan
tugasnya sebagai pengawas yang sudah ditentukan oleh undang-undang
karena KPU fidak memberikan akses terhadap daftar pemilih.




Manfaat Penelitian

Hasil penelitian inl memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait
betapa pentingnya perlindungan data pribadi agar fidak disalahgunakan
oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memberikan pemahaman
terkait data apa saja yang berada dalam daftar pemilih dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih yaong dapat diakses oleh para pihak dalam
penyelenggaraan pemilu.
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